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SALINAN
PUTUSAN
Nomor 0551/Pdt.G/2015/PA.Mlg
s e —

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan
Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang beperkara ;
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Dan setelah mendengar keterangan para saksi  serta memeriksa bukti

dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 17

Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor

Register 0551/Pdt.G/2015/PA.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 04
Januari 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ........... yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang,
tanggal 04 Januari 1996;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah
kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota
Malang selama 19 tahun 2 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak
bernama:

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun
b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan
harmonis. Namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2013 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat sering bermain cinta (selingkuh) dengan perempuan lain, sehingga
Tergugat jarang pulang dan kurang memperhatikan Penggugat dan rumah
tangganya ;

b. Tergugat sering bermain judi ;
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5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan
Januari tahun 2015, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun
antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan, dan
selama itu Penggugat dan Tergugat masih mengadakan komunikasi, namun
Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada
Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat
berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga
bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat
benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud
menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah
tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang
Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan

putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
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Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam
daftar yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;
SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir
dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah
dipanggil dengan patut untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil jurusita tanggal 26
Maret 2015 dan 10 April 2015 yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata tidak

hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa telah diupayakan oleh Ketua Majelis untuk menasehati
Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan Gugatan Penggugat tersebut
yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya,

selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil — dalil gugatannya telah

mengajukan alat — alat bukti berupa :
1 SURAT

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : ...........
tanggal 20-03-2013, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan
telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis

diberi tanda (P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang Nomor : ............ tanggal 04
Januari 1996, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah

sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi

tanda (P.2);
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2 SAKSI - SAKSI

1  SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas

Perindustrian Kota Malang, alamat di Kota Malang, atas pertanyaan Ketua

Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Ibu

Kandung Penggugat ;

¢ Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri

sah yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang
anak bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18
tahun, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Penggugat ;

¢ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik,
rukun dan harmonis, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat
perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi

tidak mengetahui penyebabnya.

e Bahwa menurut cerita Penggugat  penyebabnya karena Tergugat
berselingkuh dengan wanita lain dan karena Tergugat sering bermain
judi ;

e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah

namun sejak sekitar 2 bulan sudah pisah ranjang ;

e Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat masih

mengadakan komunikasi namun Tergugat sudah tidak pernah  memberi

nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat ;

e Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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1 SAKSI II, umur 58 tahun , agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat
Kota Malang. Atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah

sumpahnya sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah

tetangga Penggugat;

e Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
sah yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang

anak bernama : HAFIDZ dan HALIM ;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Penggugat ;

e Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik,
rukun dan harmonis. Namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat
perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang
disebabkan karena Tergugat berselingkuh dangan wanita lain dan karena

Tergugat sering main judi ;

e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu
rumah, namun menurut cerita Penggugat sejak sekitar 2 bulan antara

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang ;

e Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat masih
mengadakan komunikasi namun Tergugat sudah tidak pernah  memberi

nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat ;

e Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar rukun kembali

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat

menyatakan tidak keberatan ;
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Menimbang bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu

apapun, serta mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara

ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa  maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Pengadilan
telah berusaha secara maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, akan
tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat
dengan mendalilkan sebagaimana diisayaratkan pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah
nomor 9 Tahun 1975 bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan : karena Tergugat sering bermain cinta
(selingkuh) dengan perempuan lain, sehingga Tergugat jarang pulang dan kurang
memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya. Selain itu karena Tergugat sering

bermain judi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis

P.1 danP.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk

(P.1), dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
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Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat

(1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama
Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang — undangan yang

berlaku, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), berupa Kutipan Akta Nikah
Nomor : ............ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing
Kota Malang tanggal 04 Januari 1996 harus dinyatakan terbukti bahwa antara

Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang bernama
Djuma’atin binti Ali Muksin (Ibu kandung Penggugat) dan = SAKSI II (tetangga
Penggugat) yang telah hadir di persidangan dan diatas sumpahnya telah memberikan
keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas, keterangan saksi
mana yang saling bersesuaian adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan tidak rukun, sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan perselisihan
yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan karena
Tergugat sering main judi dan telah terjadi perpisahan  ranjang selama sekitar 2
bulan. Saksi — saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Keterangan saksi — saksi mana menurut pasal 172

HIR dapat dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dari apa yang telah terurai diatas, maka dapatlah diperoleh

fakta menurut hukum :
¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah ;

e Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik,

rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita

lain dan karena Tergugat sering main judi;
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e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 2

bulan ;

e Bahwa selama pisah ranjang Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah

lahir maupun bathin pada Penggugat ;

® Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha menasehati pihak — pihak akan

tetapi tidak berhasil ;

¢ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk di rukunkan /

didamaikan ;

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah
tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur’an Surat ar Rum, 21 ;

pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan,

kedua belah pihak telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang  bahwa  berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dengan
mempertimbangkan nilai manfaat dan madlaratnya dan akhirnya  Majelis
berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan,
manfaatnya belum kelihatan sedangkan madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat
sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu
demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik

diputuskan, maka Majelis sependapat dengan isi dari Kitab Ghoyatul Marom:

— - - — — _
- — — -
S e= = e— S T em ==_ C__

h
|

artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka

Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan
patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, ketidak hadiran

Tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak
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membantah dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal

125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
gugatan Penggugat untuk minta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat
diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup
alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan

Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerainya dikabulkan maka
berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan dilangsungkan yaitu
Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Blimbing Kota Malang

untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus
dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan hukum Syar’i dan peraturan perundang-undangan lainnya

yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di

persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;
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4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama /
Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk dicatat dalam

daftar yang telah disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
pada hari Selasa tanggal 21 April 2015M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 H,
oleh kami H. A. Rif'an, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Arifin,
S.H dan Musthofa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan
didampingi oleh Djazilatur Rachmach, S.H. selaku Panitera Pengganti. Putusan

tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
H. Syamsul Arifin, S.H H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota,
MUSTHOFA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djazilatur Rachmach, S.H.

PERINCIAN BIAYA :
Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,-
Biaya Proses Rp.  50.000,-

Hal 11 dari 12 halm.Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2015/PA.Mlg
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Biaya Panggilan Rp.  225.000.,-
Redaksi Rp.  5.000,-
Materai Rp.  6.000,-
Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)
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